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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. KONSEP RENCANA STRATEGIS  

Dalam sebuah manajemen perusahaan 

terdapat beberapa jenis kegiatan yang biasa 

disebut dengan Fungsi Manajemen. Salah satu 

rumusan fungsi manajemen yang paling popular 

adalah POAC atau singkatan dari Planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), 

Actuating (pelaksanaan), dan Controlling 

(pengendalian). Perencanaan merupakan salah 

satu fungsi manajemen yang harus dijalankan 

oleh sebuah organisasi, disamping fungsi lainnya. 

Perencanaan dinilai sebagai salah satu fungsi 

manajemen yang penting dan mempunyai 

keterkaitan yang erat dengan setiap fungsi 

manajemen lainnya. Hal ini bisa dipahami 

mengingat bahwa perencanaan adalah 

penetapan apa yang akan dilakukan dan 

digunakan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan semua aktivitas organisasi. 

Perencanaan juga seringkali  disebut sebagai 

fungsi manajemen yang utama karena menjadi 

dasar bagi semua fungsi manajemen lainnya.  

Seorang ahli manajemen yaitu Stephen 

Robbins mengatakan bahwa planning is a 

process that defining the organisation’s objectives 

or goals, establishing an overall strategy for 

achieving those goals, and developing a 

comprehensive hierarchy of plans to integrate and 

coordinate activities. Artinya bahwa perencanaan 

mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan 

strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, 

dan mengembangkan serangkaian rencana yang 

menyeluruh untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan organisasi.  

Adapun menurut Malayu Hasibuan, 

perencanaan adalah sebuah fungsi yang 

fundamental karena pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian harus lebih 

dahulu direncanakan.  Sedangkan James Stoner 

menekankan bahwa perencanaan adalah proses 

menetapkan sasaran dan memilih cara untuk 

mencapai sasaran tadi. Tanpa rencana, manajer 

tidak dapat mengetahui bagaimana 

mengorganisasikan orang dan sumber daya 

secara efektif.  

Dari apa yang disampaikan oleh para ahli 

di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

merupakan suatu fungsi yang sangat pokok 

dalam manajemen organisasi. Perencanaan 

dapat dikatakan sebagai fungsi yang paling 

mendasar. Perencanaan selalu menyajikan 

penentuan tujuan organisasi dan yang disertai 

dengan cara meraih tujuan tersebut. 

Perencanaan senantiasa dijadikan sebagai dasar 

untuk menjalankan berbagai aktivitas organisasi 

untuk mencapai tujuan oganisasi tersebut. 

Perencanaan mampu membuat setiap orang 

yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dan 

memahami tentang apa yang ingin dicapai dan 

bagaimana cara mencapainya. Adanya 

perencanaan yang baik akan membuat semua 

aktivitas yang diakukan menjadi terarah dengan 

baik pula. Jika semua aktivitas yang dilakukan 
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sudah dijalankan sebagai mana mestinya maka 

keberhasilan mencapai tujuan sudah ada di 

depan mata. Jadi sudah jelas bahwa keberhasilan 

sebuah organisasi membuat perencanaan yang 

baik merupakan suatu usaha untuk mencapai 

keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa perencanaan mutlak harus ada dalam 

setiap organisasi (Rusniati dan Haq). 

Dalam buku-buku yang membahas 

masalah manajemen perusahaan sering 

disebutkan bahwa secara umum ada dua jenis 

perencanaan yang bisa dilakukan. Kedua jenis 

perencanaan itu adalah:  

− Rencana Strategis 

− Rencana Operasional. 

Perbedaan antara rencana strategis dan 

operasional terdapat pada tiga hal mendasar. 

Ketiga perbedaan tersebut adalah mengenai: 

1. Jangka Waktu  

2. Cakupan  

3. Tingkat Kerincian 

Dalam hal jangka waktu perencanaan, rencana 

strategis lebih bersifat jangka panjang dan 

cenderung melihat jauh kedepan. Rencana 

strategis biasa disusun untuk lima atau bahkan 

sepuluh tahun ke depan. Sedangkan rencana 

operasional lebih pendek jangka waktunya, 

biasanya disusun untuk periode satu tahunan. 

Mengenai cakupan perencanaan, rencana 

strategis mempengaruhi aktivitas organisasi 

secara luas, sedangkan rencana operasional 

mempunyai cakupan yang sempit dan terbatas.  

Sedangkan tentang tingkat rincian perencanaan, 

rencana strategis dinyatakan dalam istilah yang 

lebih umum. Sebaliknya, rencana operasional, 

yang diturunkan dari perencanaan strategis, 

dinyatakan dalam rincian yang relatif lebih halus.  

Dengan demikian jelas terlihat bahwa rencana 

strategis sebagai rencana jangka panjang dibuat 

untuk meraih tujuan jangka panjang dan rencana 

operasional merupakan rencana turunan yang 

merinci tentang bagaimana mencapainya. 

Beberapa ahli manajemen menganggap bahwa 

rencana strategis merupakan rencana jangka 

panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan 

rumusan arah organisasi atau perusahaan, dan 

cara pengalokasian sumberdaya untuk mencapai 

tujuan selama jangka waktu tertentu dalam 

berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. 

Perencanaan strategis juga merupakan proses 

pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan 

strategi, kebijaksanaan, program-program 

strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan 

tersebut. Pengertian tentang perencanaan 

strategis juga dikemukan oleh Hani Handoko yang 

menyatakan bahwa perencanaan strategik 

(strategic planning) adalah proses penetapan 

tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan 

dan program-program strategik yang diperlukan 

untuk tujuan-tujuan tersebut. Secara lebih ringkas 

perencanaan strategik merupakan proses 

perencanaan jangka panjang yang disusun dan 

digunakan untuk menentukan dan mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan strategis 
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dipandang sebagai perencanaan yang dibuat 

untuk jangka waktu yang panjang, memiliki 

cakupan yang luas dan bersifat menyeluruh. 

Perencanaan strategis sebagai perencanaan 

jangka panjang yang bersifat menyeluruh sudah 

tentu memegang peranan penting dalam 

organisasi. Keberadaannya diyakini mampu 

membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. 

Hal ini mengingat bahwa perencanaan strategis 

dijadikan dasar untuk membuat perencanaan 

operasional dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Perencanaan strategis dinilai sangat 

berperan dalam membangun sebuah sistem kerja 

yang mengarah kepada pencapaian tujuan 

organisasi.  

Hani Handoko dalam bukunya yang berjudull 

Manajemen mengemukakan beberapa hal yang 

menunjukkan pentingnya perencanaan strategis 

dan manfaatnya bagi sebuah organisasi. 

Beberapa hal tersebut adalah:  

− Perencanaan Strategis yang bersifat 

jangka panjang memberikan kerangka 

dasar bagi semua bentuk perencanaan 

lainnya dan menjadi pedoman bagi 

kegiatan organisasi. 

− Perencanaan strategis memiliki peran 

penting guna memastikan agar semua 

anggota organisasi bekerja ke arah 

tujuan yang sama.  

− Proses perencanaan strategis membantu 

manajer mengantisipasi masalah-

masalah sebelum timbul dan 

menanganinya sebelum menjadi lebih 

berat.  

− Perencanaan strategis memberi banyak 

informasi yang diperlukan untuk 

membantu manajer dalam pembuatan 

keputusan.  

− Perencanaan strategis juga 

meminimumkan kemungkinan kesalahan, 

karena tujuan atau sasaran, dan strategi 

dirumuskan dengan sangat cermat.  

Sementara itu Wheelan dan Hunger dalam buku 

Strategic Management and Business Policy, 

mengatakan bahwa Manajemen Strategis lebih 

menekankan pada kinerja untuk jangka panjang. 

Banyak perusahaan dapat menghasilkan kinerja 

yang tinggi untuk beberapa periode, namun 

jarang yang mampu mempertahankannya dalam 

jangka yang panjang. Untuk dapat berhasil dalam 

jangka panjang perusahaan tidak hanya harus 

melakukan kegiatan untuk memuaskan pasar 

yang ada tetapi juga harus menyesuaikan dengan 

pasar yang baru dan yang sedang berkembang. 

Penelitian yang sudah dilakukan mengungkap 

bahwa organisasi yang menggunakan 

manajemen strategis secara umum akan memiliki 

kinerja yang lebih baik dari pada mereka yang 

tidak menggunakan. Pencapaian dari kesesuaian 

yang optimal antara lingkungan organisasi, 

strategi, struktur serta proses organisasi, 

membawa dampak positif terhadap kinerja 

organisasi. Perencanaan strategis menjadi  lebih 

penting saat kondisi lingkungan lebih tidak stabil.  
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Dengan melihat gambaran mengenai konsep 

perencanaan strategis di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Rencana Strategis Bisnis adalah 

perencanaan mengenai kegiatan bisnis yang 

bersifat jangka panjang, memiliki cakupan 

lengkap dan menyeluruh, disusun 

berdasarkan analisa data internal dan 

eksternal, dan digunakan untuk pedoman 

kegiatan organisasi serta untuk membantu 

menghadapi masalah-masalah yang timbul. 

Dokumen Rencana Strategis Bisnis ini dibuat 

untuk RSJ Grhasia agar dapat menjadi pedoman 

kegiatan rumah sakit selama periode 2022-2026, 

dan dapat membantu menghadapi perubahan 

yang sedang dan akan terjadi serta menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan. 

 

1.2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Rencana Strategis Bisnis ini akan melalui 

proses panjang yang meliputi pengumpulan data, 

analisa, data dan hasil analisa yang berupa 

perumusan strategi beserta rencana program, 

kegiatan, indikator kinerja, dan anggaran. 

Gambaran lebih jelas mengenai sistematika 

penyusunannya adalah seperti diuraikan sebagai 

berikut:  

− Penyusunan Latar Belakang 

Perusahaan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran 

singkat mengenai RS Grhasia 

sebagai titik awal dalam penyusunan 

rencana strategis. Di bagian ini akan 

disajikan beberapa hal seperti 

sejarah singkat RS, serta 

perkembangannya sampai saat ini. 

Informasi untuk bahan penyusunan 

diperoleh dari data sekunder dan 

bisa ditambah dengan wawancara 

apabila diperlukan. 

− Analisa Lingkungan Eksternal.  

Di bagian ini akan digali bagaimana 

kondisi lingkungan di luar RS Grhasia 

yang meliputi situasi wilayah, yang 

meliputi geografi, kependudukan, 

ketersediaan sarana kesehatan, 

epidemiologi, kondisi ekonomi, 

perkembangan teknologi, regulasi 

kesehatan, persepsi stakeholders, dan 

sebagainya. Dari kajian situasi eksternal 

ini diharapkan dapat teridentifikasi 

peluang maupun tantangan dari luar RS 

Grhasia saat ini. Informasi untuk bahan 

penyusunan diperoleh dari data 

sekunder dan bisa ditambah dengan 

wawancara atau survey apabila 

diperlukan. 

− Analisa Lingkungan Internal.  

Selain lingkungan eksternal di atas, 

kondisi internal RS juga perlu 

diperhatikan dalam proses penyusunan 

RSB ini. Dari kajian situasi internal ini 

diharapkan dapat teridentifikasi  kekuatan 

maupun kelemahan dari RS Grhasia saat 

ini. Informasi untuk bahan 

penyusunan diperoleh dari data 

sekunder dan bisa ditambah dengan 
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wawancara, diskusi atau survey 

apabila diperlukan. Lingkup kajian ini 

meliputi beberapa hal seperti  Struktur 

Organisasi RS, Budaya Organisasi, 

Operasional  RS,  Sumber Daya RS, dan 

Kinerja RS. 

− Perumusan Isu Strategis.  

Dari kajian lingkungan eksternal maupun 

internal dapat diidentifikasi beberapa isue 

strategis yang perlu diperhatikan dan 

menjadi bahan dalam proses perumusan 

dan implementasi strategi. Perumusan ini 

menggunakan informasi dari kajian 

eksternal dan internal dan diolah melalui 

diskusi yang melibatkan Tim RS Grhasia. 

− Kaji Ulang dan Perumusan Visi, Misi. 

Beberapa isue strategis yang berhasil 

dirumuskan menjadi dasar untuk 

mengkaji ulang Visi, Misi RS saat ini. 

Selanjutnya dilakukan perumusan Visi, 

Misi, dan Tata Nilai untuk lima tahun 

kedepan yang relevan dengan isue 

strategis yang dihadapi RS Grhasia. 

Kegiatan ini menggunakan informasi 

mengenai isue strategis dan diolah 

melalui diskusi yang melibatkan Tim RS 

Grhasia. 

− Perumusan Tujuan RS.  

Visi & Misi yang sudah disesuaikan perlu 

diikuti dengan perumusan tujuan agar 

lebih terarah dalam mewujudkan Visi dan 

menjalankan Misi RS. Penjabaran Tujuan 

RS dilakukan melalui diskusi yang 

melibatkan Tim RS Grhasia.  

− Perumusan Sasaran, Standar dan 

Target.  

Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan 

yang menggambarkan hal-hal yang ingin 

dicapai melalui program dan tindakan 

yang akan dilakukan secara operasional. 

Agar lebih jelas dan terarah Sasaran RS 

dapat dilengkapi dengan target capaian 

dan standar yang berlaku. Penjabaran 

Sasaran RS dilakukan melalui diskusi 

yang melibatkan Tim RS Grhasia. 

− Formulasi Strategi Bisnis.  

Strategi adalah cara atau pendekatan 

yang digunakan RS untuk mencapai  

sasaran sesuai target. Penetapan 

Strategi RS dilakukan melalui diskusi 

yang melibatkan Tim RS Grhasia. 

Penetapan Strategi bisa menggunakan 

beberapa metode seperti Analisis SWOT, 

SFAS Matrix, Diagram Kartesius, dan 

TOWS Matrix. 

− Penetapan Rencana Program dan 

Kegiatan.   

Rencana RS untuk mencapai tujuan dan 

sasaran dengan menggunakan strategi 

tertentu perlu dijabarkan dalam program 

dan kegiatan dalam kurun waktu lima 

tahun kedepan. Rencana ini dapat 

dilengkapi juga dengan anggaran biaya 

untuk pelaksanaannya. Perencanaan 

program dan kegiatan ini dilakukan 

dengan melibatkan Tim RS Grhasia. 
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− Penetapan Indikator.  Sebagai 

instrumen evaluasi dan pengendalian 

terhadap RSB ini perlu ditetapkan 

indikator keberhasilan untuk setiap 

program, dan kegiatan RS dalam kurun 

waktu renstra ini. Penetapan indikator ini 

dilakukan dengan melibatkan Tim RS 

Grhasia. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG ORGANISASI 

 

2.1. SEJARAH BERDIRINYA RS JIWA 

GRHASIA 

Keberadaan Rumah Sakit Jiwa Grhasia 

saat ini bermula dari tahun 1938 di mana saat itu 

didirikan Rumah Perawatan atau Koloni Orang 

Sakit Jiwa (KOSJ) Lali Jiwo. Rumah Perawatan 

tersebut berada di bawah pengawasan Rumah 

Sakit Jiwa Pusat Kramat Magelang dengan status 

kepemilikan milik Kasultanan Ngayogjakarta 

Hadiningrat. 

KOSJ Lali Jiwo menempati areal tanah seluas 

104.250 m2 di Jalan Kaliurang Km 17 Pakem, 

Sleman, Yogyakarta. Tempat itu merupakan 

tempat yang terpencil serta jauh dari kota, hal 

tersebut merupakan ciri khusus lokasi Rumah 

Perawatan Orang Sakit Jiwa bentukan 

Pemerintah Hindia Belanda. Sebagai tenaga 

perawat adalah para Penjaga Orang Sakit (POS) 

yang bukan berlatar pendidikan perawat.  

Sebagai pimpinan KOSJ Pakem yang pertama, 

Pemerintah Hindia Belanda memberi tugas 

kepada Soedjani untuk menjadi 

Koordinator/Kepala KOSJ. Pada saat itu, KOSJ 

Lali Jiwo telah merawat pasien sebanyak 60 

orang, yang terdiri dari bangsa Indonesia dan 

Tionghoa. Sedangkan pasien berkebangsaan 

Belanda harus dirawat di RS Jiwa Kramat 

Magelang.  

Saat Jepang masuk pada tahun 1942 dan 

menduduki Ibukota RI di Yogyakarta, terjadi 

perubahan situasi yang tidak menentu yang 

berakibat terjadi kekurangan bahan makanan dan 

obat–obatan sehingga banyak pasien yang sakit 

dan kemudian meninggal. Untuk pengobatan 

pada waktu itu diupayakan juga memakai obat–

obatan tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang 

diperoleh dari desa di sekitar KOSJ.  

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya 

pada tahun 1945, mulailah Pemerintah Propinsi 

DIY memberikan biaya operasional, sehingga 

sedikit demi sedikit KOSJ Lali Jiwo bangkit 

kembali. Hasil pertanian, perikanan, dan 

peternakan dapat dikelola lagi untuk kepentingan 

KOSJ. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama 

karena pada bulan Desember 1948 terjadi agresi 

Belanda ke daerah Ibukota RI di Yogyakarta dan 

keberadaan KOSJ terancam kembali.  

Atas perintah dr. KRT Martohusodo selaku 

Inspektur Kesehatan Dinas Kesehatan Rakyat 

(DKR) Yogyakarta, disiapkan tempat perawatan 

darurat KOSJ Lali Jiwo berupa tempat 

pengungsian yang jauh dari jalan raya yang 

sekaligus bisa digunakan untuk menolong korban 

peperangan.  

Berkat kerjasama dengan pamong desa 

setempat, terwujudlah tempat perawatan darurat 

yang berlokasi di desa Sempu dan desa 

Sumberejo, Kelurahan Pakembinangun. Tetapi 

karena dirasa kurang aman, kemudian pindah lagi 

ke tempat yang lebih jauh dari jalan raya, yaitu 

didesa Potrowangsan, Kelurahan Candibinangun. 

Kepindahan ke Potrowangsan hanya berusia satu 

hari saja kemudian pindah lagi ke Desa Dawung, 
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Kelurahan Candibinangun sampai tentara 

Belanda ditarik dari Yogyakarta. Kebutuhan 

bahan makanan bagi pegawai dan pasien di 

KOSJ Lali Jiwo diperoleh dari bantuan warga 

masyarakat Asisten Wilayah Pakem dan Turi. 

Sedangkan obat–obatan mendapat bantuan dari 

DKR Yogyakarta yang harus diambil tiap 15 hari 

sekali.  

Pada bulan Juli tahun 1949, KOSJ Lali Jiwo 

kembali menempati rumah perawatan semula 

yang berlokasi di jalan Kaliurang (sekarang RSJ 

Ghrasia) dalam kondisi bangunan yang 

berantakan, tinggal satu bangunan saja yang 

layak dan bisa ditempati untuk perawatan 

sekaligus poliklinik.  

Pada September 1949, KOSJ Lali Jiwo mulai 

menerima lagi biaya operasional dari Pemerintah 

Propinsi DIY dan mulai mengaktifkan kembali 

pegawainya hingga berjumlah 48 orang. Sejak 

saat itu KOSJ mulai merintis kembali usahanya 

yaitu tetap merawat pasien gangguan jiwa 

disamping juga menerima pasien umum berobat 

jalan.  

Kepala KOSJ Pakem tetap dipercayakan kepada 

Soedjani dan atas pengabdian beliau dalam 

memimpin dan menjaga kelangsungan hidup 

rumah perawatan tersebut, beliau diberi 

penghargaan berupa nama kalenggahan 

sehingga nama lengkapnya menjadi Raden 

Wedono Soedjani Saronohardjosoenoto (R.W. 

Soedjani).  

Pada bulan Mei 1966, R.W. Soedjani pensiun dan 

koordinator/kepala KOSJ Lali Jiwo Pakem 

diserahkan kepada Muh. Judi sampai tahun 1968. 

Kemudian berturut–turut koordinator/kepala 

KOSJ adalah Bakat (1968–1970), Somad (1970-

1974), dan Guritno (1974–1981).  

Sejak tahun 60-an Rumah Sakit Lali Jiwo tidak 

lagi dibawah pengawasan RSJ Magelang. 

Adapun untuk dokter konsultan mendapat 

bantuan dari Fakultas Kedokteran UGM 

Yogyakarta, sekaligus sebagai dokter 

pembimbing Co-Assisten (calon dokter) yang 

praktek di KOSJ Lali Jiwo.  

Dalam perkembangan selanjutnya KOSJ Lali Jiwo 

tidak hanya sebagai rumah perawatan saja tetapi 

sekaligus sebagai tempat pengobatan dibawah 

pengawasan FK UGM, sehingga KOSJ Lali Jiwo 

menjadi lebih dikenal dengan sebutan Rumah 

Sakit Jiwa (RSJ) Lali Jiwo Pakem dengan 

kapasitas tempat tidur 100 buah. RSJ Lali Jiwo 

memiliki tenaga 60 orang yang terdiri dari dua 

orang perawat jiwa, satu orang Penjenang 

Kesehatan (PK) jiwa dan sisanya adalah Penjaga 

Orang Sakit (POS). Adapun secara medis teknis 

RSJ Lali Jiwo bertanggung jawab kepada Dinas 

Kesehatan Propinsi DIY.  

Sekitar tahun 1973/1974, Pemerintah Pusat 

melalui Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen 

Kesehatan RI mulai memperhatikan keberadaan 

RSJ Lali Jiwo Pakem dengan meletakkan 

landasan yang kokoh bagi perkembangan suatu 

instansi kesehatan jiwa yang modern. Saat itu 

kesehatan jiwa mulai dianggap sebagai suatu 

bagian integral dari kesehatan dan bagi seluruh 

masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit mulai 
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ada pembenahan terutama di bidang pengelolaan 

rumah sakit.  

Pada tahun 1975 dengan bantuan tenaga medis 

dari Fakultas Kedokteran UGM, RSJ Lali Jiwo 

Pakem ditunjuk sebagai pembina program 

integrasi kesehatan jiwa ke puskesmas untuk 

Propinsi DIY sampai dengan sekarang. Dan pada 

tahun 1976, untuk pertamakalinya, RSJ Lali Jiwo 

Pakem memperoleh fasilitas kendaraan berupa 

mobil ambulance dari pemerintah Propinsi DIY.  

 

2.2. MASA PENGEMBANGAN 

a. Periode Tahun 1981–1987 

Sejak tahun 1981, dibawah kepemimpinan dr 

Prajitno Siswowiyoto, SpKJ, RSJ Lali Jiwo 

semakin berkembang. Dengan berpedoman pada 

3 (tiga) usaha pokok kesehatan jiwa yang dikenal 

dengan Tri Upaya Bina Jiwa, sistem pelayanan 

pasien berpegang pada konsep psikiatri modern 

yakni meliputi prevensi, promosi, kurasi, dan 

rehabilitasi. Secara bertahap kegiatan 

dilaksanakan secara intramural (di dalam gedung) 

dan ekstramural (di luar gedung) dengan 

berorientasi masyarakat dan berprinsip 

menyiapkan penderita kembali ke masyarakat 

melalui terapi kerja. Bahkan oleh WHO, RSJ Lali 

Jiwo dipersiapkan sebagai salah satu pusat terapi 

kerja dan rehabilitasi orang sakit jiwa selain RS 

Jiwa di Jakarta, Surabaya, Medan & Makasar.  

Pada saat itu RSJ Lali Jiwo mulai mendapat 

bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Proyek 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa antara 

lain untuk pengadaan obat–obatan, alat play 

therapy, meubelair, pakaian pasien, linen RS, 

pembangunan gedung, dan sebagainya. 

Disamping itu juga mulai diberlakukan 

kebijaksanaan pemerintah dalam hal 

pengangkatan tenaga medis dan paramedis baik 

dengan status dipekerjakan (DPK) ataupun 

diperbantukan (DPB) sehingga mulai ada 

penambahan tenaga di RSJ Lali Jiwo khususnya 

tenaga medis dan paramedis.  

Pada tahun 1981, Pemerintah Propinsi DIY mulai 

menata kelembagaan RSJ melalui Peraturan 

Daerah Nomor 4 tahun 1981 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit 

Jiwa ” Lali Jiwo ”. Kedudukannya tidak lagi 

merupakan unit pelaksana teknis Dinas 

Kesehatan Propinsi DIY tetapi merupakan unit 

pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur Kepala Daerah 

Propinsi DIY dengan klasifikasi Rumah Sakit tipe 

B. Terhadap Dinkes Provinsi DIY hanya bersifat 

hubungan koordinatif di bidang program 

kesehatan jiwa. Dan sejak itu sebutan untuk 

kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSJ Lali Jiwo 

Pakem.  

 

b. Periode Tahun 1987 – 1999 

Pada saat kepemimpinan dr. Musinggih Djarot 

Rouyani SpKJ, pada tahun 1989 bersamaan 

dengan perubahan kelas Rumah Sakit dari tipe B 

ke tipe A oleh Pemerintah Propinsi DIY, 

istilah/nama Rumah Sakit Jiwa Lali Jiwo diganti 

sehingga menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah 
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(RSJD) Propinsi DIY melalui Peraturan Daerah 

No 14 / tahun 1989.  

 

c. Periode Tahun 1999 – 2004 

Pada tahun 2000, RSJD Propinsi DIY 

mendapatkan akreditasi Penuh Tingkat Dasar 

melalui SK Dirjen Yanmed No: YM 0003.2.2.5164, 

19 Desember 2000.  

Secara bertahap dibangun arah dan 

kebijaksanaan sistem pelayanan kesehatan jiwa 

serta pembenahannya, baik teknis maupun 

administratif. Rumah Sakit tetap mengacu kepada 

paradigma sehat dengan upaya antara lain 

meningkatkan kesehatan jiwa individu, keluarga, 

dan masyarakat beserta lingkungannya, dan 

mendorong masyarakat untuk peduli kepada 

kesehatan jiwa.  

Pada tahun 2002 disusun suatu rencana 

pengembangan (master plan) bekerja sama 

dengan Fakultas Teknik UGM yang berbasis pada 

kondisi riil yang dihadapi rumah sakit guna 

mengantisipasi kurun waktu mendatang.  

Salah satu arah pengembangan visi strategik RS 

adalah Menjadi Rumah Sakit Unggulan Untuk 

Pelayanan Psikiatrik dan NAPZA di DIY dan 

Jawa Tengah Pada Tahun 2008. Salah satu 

upaya pembenahan diri yang mendasar adalah 

dengan mengubah image Rumah Sakit Jiwa 

melalui penggantian nama dan logo rumah sakit 

melalui sayembara kepada publik untuk 

memaknai substansi layanan baru yang terdiri 

dari pelayanan kesehatan jiwa secara 

komprehensif, pelayanan umum, dan pelayanan 

rehabilitasi NAPZA.  

Sayembara diselenggarakan pada bulan Juli–

September 2003 dengan tim juri antara lain GKR 

Hemas dan telah berhasil menentukan nama dan 

logo RS yang baru yaitu Rumah Sakit GRHASIA 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan 

ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur 

DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X No 142 tahun 

2003 tertanggal 30 Oktober 2003 dengan tugas 

pokok dan fungsi tetap. Peresmian dilakukan oleh 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X 

yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI pada 

tanggal 20 Desember 2003.  

 

d. Periode Tahun 2004 – 2008 

Setelah penggantian nama RS Jiwa Daerah 

Propinsi DIY menjadi RS Grhasia Propinsi DIY, 

dilakukan perubahan manajemen RS Grhasia 

berupa penyiapan infrastruktur dan 

pengembangan sumber daya manusia untuk 

mengembangkan berbagai jenis pelayanan yang 

mendukung visi strategik RS. Layanan yang 

berhasil dikembangkan antara lain meliputi 

pelayanan NAPZA, spesialis anak, saraf, penyakit 

dalam, kulit kelamin, dan pengembangan aspek 

manajemen melalui peletakan dasar–dasar 

sertifikasi ISO 9001:2000 pada tahun 2006 dan 

persiapan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) 

tahun 2007.  
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e. Periode Tahun 2008 – 2011  

Pada tahun 2008, RS Grhasia Prop. DIY 

mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dengan 

nomor sertifikat QS 6544, tanggal 18 Oktober 

2008 dari WQA (Wordwide Quality Assurance) 

dan proses usulan menjadi BLUD.  

 

f. Periode Tahun 2011 – 2013 

Pada periode ini terjadi perkembangan pada RS 

Grhasia yaitu antara lain: 

− Pada bulan Maret tahun 2008 dilakukan 

migrasi dari ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 

9001 : 2008.  

− Pada tahun 2010 dilaksanakan 

pembangunan gedung perawatan (bangsal 

Shinta).  

− Pada tahun 2011 dilakukan: 

a) Penyelesaian pembangunan Bangsal 

Shinta dengan DPA Lanjutan, 

pembangunan tahun 2010 tidak dapat 

selesai akibat bencana Gunung Merapi;  

b) Pembangunan IGD RS Grhasia Provinsi 

DIY;  

c) Klasifikasi RS Grhasia sebagai RS Jiwa 

Kelas A dari Menteri Kesehatan RI;  

d) Proses penyiapan penilaian Akreditasi 

RS Grhasia Provinsi DIY.  

− Pada tahun 2012 terjadi beberapa peristiwa 

penting seperti: 

a) Pergantian nama RS Grhasia DIY 

menjadi RS Jiwa Grhasia;  

b) Penetapan RS Jiwa Grhasia sebagai 

PPK-BLUD penuh pada 6 Agustus 2012 

sesuai SK Gubernur DIY No 287 / KEP 

/ 2012 ;  

c) RS Jiwa Grhasia memperoleh ijin 

operasional dari Kemenkes RI yaitu SK 

Menkes RI No 10 Tahun 2012 Tangal 

18 Januari 2012;  

d) Terakreditasi Nasional tingkat Lanjut 

dengan sertifikat No KARS – SERT / 

436 / II / 2012 tangal 28 Februari 2012.  

e) Memperoleh Piala Citra Pelayanan 

Prima Tingkat Nasional pada tanggal 28 

Maret 2012 

 

g. Periode Tahun 2013 – 2016 

Pada periode ini terjadi beberapa perkembangan 

yang penting yaitu: 

− Pada tahun 2013 dilakukan pembangunan 

empat gedung baru yaitu Gedung VIP Putri 

(Kunthi), Gedung Diklat, Gedung 

Pemulasaran Jenazah, dan Gedung 

Teknologi Informasi, serta penetapan Hari 

Lahir RS Jiwa Grhasia melalui SK Direktur 

No 188 / 06233 tanggal 30 Oktober 2013.  

− Pada tahun 2015, RS Jiwa Grhasia berhasil 

memperoleh akreditasi nasional lulus tingkat 

Paripurna atau bintang lima yang berlaku 15 

September 2015 s/d 14 September 2018 

dengan No Sertifikat KARS- SERT / 143 / X / 

2015. Hal ini merupakan bentuk komitmen 

RS Jiwa Grhasia untuk terus 

mengembangkan pelayanan yang 

berkualitas dengan mengedepankan etika 

dan mencerminkan budaya masyarakat DIY.  



Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Grhasia Tahun 2022-2026 

Bab II. Latar Belakang Organisasi           | 12  
 

h. Periode Tahun 2016 – 2018  

Pada periode ini berlangsung beberapa 

perkembangan penting yaitu: 

− Pembangunan gedung Grhasia Inn dan 

pembangunan talud Napza (penggunaan 

anggaran pajak rokok)  

− Persiapan pelaksanaan Akreditasi RS versi 

SNARS  

 

i. Periode Tahun 2019 – sekarang 

− Pengembangan Tahun 2019 meliputi: 

Pelaksanaan survey akreditasi RS SNARS 

edisi 1 Tambahan 5 orang PNS dokter umum 

pindahan dari Dinas Sosial DIY; Tambahan 

33 orang CPNS; PNS sedang tugas belajar 

sebanyak 7 orang. Pengembangan Saluran 

IPAL, Alkes LAB (immunology analyzer, 

hematology analyzer, dan mikroskop 

binokuler), Alkes Radiology (USG 3 dimensi), 

Alkes Keperawatan (syringe pump, infus 

pump, blood warmer, dan DC Shock), dan 

mesin pengering linen dengan Dana Alokasi 

Khusus 

− Pengembangan tahun 2020 berupa 

penetapan RSJ Grhasia sebagai Rumah 

Sakit Pendidikan Afiliasi melalui SK Menteri 

Kesehatan No. 284 tahun 2020. 
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BAB III 

ANALISIS LINGKUNGAN  

RS JIWA GRHASIA 

 

3.1. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL 

3.1.1. Kebijakan dan Perundangan 

Pengembangan layanan rumah sakit harus 

memenuhi aturan persyaratan yang tertuang 

didalam peraturan perundang-undangan baik 

yang berkaitan langsung dengan 

penyelenggaraan rumah sakit maupun 

ketentuan-ketentuan lain yang menunjang 

terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah 

sakit. 

1. Undang- Undang 

a. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

b. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

c. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

d. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit 

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

f. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

g. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

2. Peraturan Pemerintah 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2021 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Peraturan 

Tentang Perangkat Daerah 

3. Peraturan Presiden 

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan 

4. Peraturan Menteri Kesehatan 

a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1981 Tahun 2010 

tentang Pedoman Akuntansi BLU 

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Akreditasi Rumah Sakit 

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 

d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Jiwa. 

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
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Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 

f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang 

Registrasi Tenaga Kesehatan 

g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan  

h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional  

i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Kegawatdaruratan 

j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban 

Pasien 

k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah 

Sakit 

l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Standar Pelayanan Fisioterapi 

n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin 

Praktik dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran 

p. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

755/MENKES/PER/IV/2011 tentang 

Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah 

Sakit 

q. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

519/MENKES/PER/III/2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah 

Sakit 

r. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 410/MENKES/SKIII/2010 

tentang Standar Pelayanan Radiologi 

Diagnostik di Rumah Sakit 

s. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Rekam Medis 

t. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 

u. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 
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1069/MENKES/PER/XI/2008 tentang 

Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah 

Sakit Pendidikan 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah 

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 

tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau 

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

 

3.1.2. Letak Geografis 

Secara geografis Daerah Istimewa 

Yogyakarta terletak pada posisi 7°33’-8°12’ 

Lintang Selatan dan 110°00’-110°50’ Bujur 

Timur. Memiliki luas wilayah sebesar 3.185,80 

KM2 (0,17% luas Indonesia, 1.890.754 KM2) 

(Sumber Sitasi dari RPJMD). Pada sisi selatan, 

DIY  berbatasan  dengan  Lautan  Indonesia  

(Samudera  Hindia), sementara itu dibagian 

Timur Laut, Tenggara, Barat dan Barat Laut 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 

Batas-batas wilayah DIY meliputi:   

a. Sebelah Timur Laut, Kabupaten Klaten, 

b. Sebelah Tenggara, Kabupaten Wonogiri,    

c. Sebelah Barat, Kabupaten Purworejo  

d. Sebelah Barat Laut, Kabupaten 

Magelang 

Secara administratif DIY terdiri dari 1 kotamadya 

dan 4 kabupaten, atau 78 kecamatan, atau 438 

kelurahan/desa. Secara rinci Wilayah 

administratif DIY dapat dinarasikan sebagai 

berikut:  

a. Kabupaten Kulon Progo di sisi barat (12 

kecamatan dan 88 desa; luas wilayahnya 

586,27 km2);   

b. Kabupaten Bantul di sisi selatan (17 

kecamatan, dan 75 desa; luas wilayah 

506,85 km2); 

c. Kabupaten Gunungkidul di sisi tenggara 

(18 kecamatan, dan 144 desa; luas 

wilayahnya 1.485,36 km2);   

d. Kabupaten Sleman di sisi utara (17 

kecamatan, dan 86 desa; luas wilayah 

574,82 km2);   

e. Kota Yogyakarta (14 kecamatan, dan 45 

kelurahan; luas wilayah 32,50 km2); 
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Gambar 1. Peta Wilayah DIY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat dari kontur ketinggiannya, DIY, 

menurut terbagi menjadi daerah dengan 

ketinggian <100 meter, 100-500  meter,  500–

1.000  meter  (sebagian  besar  di  Kabupaten  

Bantul),  dan  1.000-2000 meter  di atas  

permukaan  laut  terletak  di  Kabupaten  Sleman.  

Sementara  itu,  secara fisiografi, DIY dapat 

dikelompokkan menjadi 4 satuan wilayah: 

a. Satuan Fisiografi  Gunungapi  Merapi,  

mulai  dari  kerucut  gunung  hingga  

bentang  lahan vulkanik,  meliputi  Sleman,  

Kota  Yogyakarta  dan  sebagian  Bantul.  

Daerah  kerucut  dan lereng  gunung  api  

merupakan  daerah  hutan lindung sebagai 

kawasan resapan air daerah bawahan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah  ini  memiliki  luas  kurang  lebih 

582,81  km2  dengan  ketinggian 80-2.911 

meter.   

b. Satuan  Fisiografi  Pegunungan  Seribu  

Gunungkidul,  merupakan  kawasan  

perbukitan batu  gamping  dan  bentang  

karst  tandus  dan  kurang  air  permukaan,  

di  bagian  tengah merupakan  cekungan  

Wonosari  yang  terbentuk  menjadi  Plato  

Wonosari.  Wilayah pegunungngan  ini  

memiliki  luas  kurang  lebih  1.656,25  km2  

dengan  ketinggian  150-700 meter.   

c. Satuan  Fisiografi  Pegunungan  di  Kulon  

Progo  bagian  utara,  merupakan  bentang  

lahan struktural  denudasional  dengan  

topografi  berbukit,  kemiringan  lereng  

curam  dan potensi  air  tanah  kecil.  Luas  
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wilayah  ini  mencapai  kurang  lebih  

706,25  km2  dengan ketinggian 0 - 572 

meter.   

d. Satuan  Fisiografi  Dataran  Rendah,  

merupakan  bentang  lahan  fluvial  (hasil  

proses pengendapan  sungai)  yang  

didominasi  oleh  dataran  aluvial,  

membentang  mulai  dari Kulon  Progo  

sampai  Bantul berbatasan  dengan  

Pegunungan  Seribu.  Wilayah  ini memiliki 

luas 215,62 km2 dengan ketinggian 0-80 

meter.   

Kondisi  fisiografi  tersebut  membawa  pengaruh  

terhadap  persebaran  penduduk, ketersediaan  

sarana  prasarana,  sosial,  ekonomi,  serta  

perbedaan kemajuan pembangunan. Daerah-

daerah yang relatif datar (dataran faluvial 

meliputi: Sleman, Kota Yogyakarta, dan  Bantul)  

adalah  wilayah  padat  penduduk,  memiliki  

sosial  ekonomi  tinggi, maju, dan berkembang.  

 

DIY secara geografis  mempunyai  potensi  

bencana  alam,  terutama  yang  berkaitan 

dengan  bahaya geologi, antara lain :  

a. Gunung  Merapi,  mengancam  wilayah  

Kabupaten  Sleman  bagian  utara  dan  

wilayah sekitar sungai yang berhulu di 

Puncak Merapi;  

b. Gerakan Tanah/batuan dan Erosi,  

berpotensi  terjadi  pada  lereng  

Pegunungan  Kulon Progo  (bagian  utara  

dan  barat),  lereng  Pengunungan  

Selatan  (Kabupaten Gunungkidul), dan 

bagian timur (Kabupaten Bantul);   

c. Bahaya  Banjir,  terutama  berpotensi  

mengancam  daerah  pantai  selatan  

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten 

Bantul;   

d. Bahaya  Kekeringan berpotensi  terjadi  

di  wilayah  Kabupaten  Gunungkidul  

bagian selatan (kawasan karst);   

e. Bahaya  Tsunami,  berpotensi  di  pantai  

selatan  Kulon  Progo,  Bantul,  dan  

Gunungkidul, khususnya pada elevasi 

kurang dari 30 meter di atas permukaan 

laut;   

f. Bahaya  Gempa  Bumi  (tektonik,  

vulkanik)  berpotensi  terjadi  di  seluruh  

wilayah  DIY. Gempa  tektonik  

berpotensi  ditumbukan  lempeng  dasar  

Samudra, terletak di sebelah selatan 

DIY;  

g. Bahaya Angin Puting Beliung, berpotensi 

terjadi di seluruh wilayah. 

 

3.1.3. Aspek Demografi 

Aspek demografi merupakan salah satu 

faktor penting yang harus diperhatikan dalam 

melihat tantangan dalam pengembangan layanan 

kesehatan. Kebutuhan layanan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia 

(tenaga) kesehatan dihitung dengan 

menggunakan metode rasio terhadap jumlah 

penduduk, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kenaikan jumlah penduduk akan 

berdampak pada peningkatan kebutuhan fasilitas
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 kesehatan dan kebutuhan tenaga kesehatan di suatu wilayah. Selain itu informasi demografi juga dapat 

digunakan untuk memperkirakan jenis pelayanan dan pengembangan layanan yang akan 

diselenggarakan oleh rumah sakit RSJ Ghrasia. Jumlah penduduk DI Yogyakarta pada tahun 2020 

adalah 3.882.288 jiwa. 

Wilayah RSJ Grhasia berlokasi di Kabupaten Sleman, jumlah penduduk Kabupaten Sleman adalah 

1.232.598 jiwa terbesar di wilayah DIY.  

Kepadatan penduduk DI Yogyakarta tahun 2014 adalah 1.142 jiwa/km2. Kabupaten Sleman menjadi 

wilayah terpadat kedua setelah Kota Yogyakarta yaitu mencapai 2.025 jiwa/km2. Seperti terlihat dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 1. Jumlah Penduduk DIY per kabupaten (2016- 2020) 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 

(Jiwa) 

2020 2019 2018 2017 2016 

D.I. Yogyakarta  3.882.288   3.842.932   3.802.872   3.762.167   3.720.912  

Kulonprogo     434.483      430.220      425.758      421.295      416.683  

Bantul  1.029.997   1.018.402   1.006.692      995.264      983.527  

Gunungkidul     749.274      742.731      736.210      729.364      722.479  

Sleman  1.232.598   1.219.640   1.206.714   1.193.512   1.180.479  

Yogyakarta     435.936      431.939      427.498      422.732      417.744  

 

Dari segi kepadatan penduduk per-km2, urutan pertama Kota Jogja (sekitar 12.703 jiwa /km2) dan Kab 

Gunung Kidul merupakan wilayah paling rendah kepadatan penduduknya (509 jiwa/km2). Wilayah yang 

paling besar jumlah penduduknya adalah Sleman, yaitu; 1,232 juta jiwa  dan wilayah penduduk paling 

kecil adalah kota Jogja, sebanyak; 436ribu Jiwa (data BPS 2021).  

Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di DIY mencapai 2.52 juta jiwa 

atau 68.78% dari total populasi. Sisanya sebanyak 748.757 jiwa merupakan penduduk belum produktif 

(usia 0-14 tahun) dan 396.737 jiwa adalah penduduk sudah tidak produktif (usia di atas 65 tahun). 

Menurut sumber data boks persentase penduduk di DIY berdasarkan kelompok generasi, sebanyak 

23.42% penduduk Yogyakarta merupakan milenial (1981-1996). Sebanyak 22.76% merupakan 

generasi z (1997- 2012), 22.46% generasi x (1965-1980), dan 16.89% generasi baby boomer (1946-

1964). Sebanyak 10.66% penduduk Yogyakarta merupakan postgen z yang lahir tahun 2013 ke atas. 

Sedangkan, 3.81% merupakan generasi pre-boomer yang lahir sebelum tahun 1945. 
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Komposisi Penduduk DIY | Sumber : BPS 

Gambar 2. Komposisi Penduduk DIY, 2020 | Sumber: BPS 

 

Data BPS juga menunjukkan bahwa komposisi wilayah yang berkembang terlihat dari komposisi 

penduduk dimana usia (0-14 tahun memiliki komposisi yang besar) (15-49 thn, kelompok produktif 

memiliki komposisi paling besar) dan usia (50+) juga komposisi yg lebih sedikit. Umur harapan hidup 

masyarakat DIY sebesar 74,71 thn. Jika dicermati dari sisi komposisi ekonomi penduduk, merujuk pada 

data BPS Tahun 2020, jumlah penduduk miskin DIY dari 2016-2020 menurun, bisa diartikan bahwa 

kesejahteraan penduduk DIY sudah meningkat (terlihat di tabel 2). 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY 

Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan) 

2021 2020 2019 2018 2017 

D.I. Yogyakarta 506.45 475.72 448.47 460.10 488.53 

Kulonprogo - 78.06 74.62 77.72 84.17 

Bantul - 138.66 131.15 134.84 139.67 

 

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk DIY yang masuk kategori keluarga miskin sejumlah 475.720 jiwaa, 

hal ini menurun sejak tahun 2017 yang mencapai 488.530 jiwa. Apabila terdapat penduduk sebanyak di 

tahun 2017 sebanyak 3,59 jutaan maka terdapat 490ribuan Jumlah Penduduk Miskin. Bersumber 

Publikasi BPS DIY jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebesar 13% dari total penduduk) untuk batas 

garis kemiskinan (Proverty line) sebesar Rp 360.169,- per jiwa. Sleman menduduki peringkat ketiga 

kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di DIY. 

Selain dari pertumbuhan jumlah penduduk alamiah, DIY juga mengalami pertumbuhan 

penduduk akibat adanya migrasi tetap (menetap dan tinggal pasti) masuk dan keluar provinsi DIY. Data 

kependudukan 2017-2020 menunjukkan adanya selisih lebih jumlah migrasi penduduk yang masuk ke 

wilayah DIY. Hal ini diperkirakan akan terus meningkat pada 5 tahun mendatang, mengingat potensi 

ekonomi dan juga sosio-budaya DIY sangat menarik bagi penduduk migran yang berasal dari luar DIY.  

 

Tabel 3. Jumlah Migrasi Penduduk di Provinsi DIY 

Elemen 
Tahun 

Satuan 
Sifat 

Data 2017 2018 2019 2020 

Rasio Migrasi (Masuk/Keluar) 1,57 1,19 1,67 1,41 Rasio Tahunan 

Jumlah Migrasi Masuk 34.678 22.756 37.827 23.053 Orang Tahunan 

Jumlah Migrasi Keluar 22.103 19.004 22.530 19.867 Orang Tahunan 

Proporsi Anak Usia <5 Tahun 

Yang kelahirannya tercatat oleh 

Disdukcapil 

- 93,61 93,61 98,77 % Tahunan 

 

 

3.1.4. Kondisi Sosial Masyarakat 

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara 

menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan 
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Kabupaten/Kota 
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota 

2020 2019 2018 

D.I. Yogyakarta 0.434 0.423 0.441 

Kulonprogo 0.379 0.359 0.365 

Bantul 0.418 0.422 0.448 

Gunungkidul 0.352 0.325 0.337 

Sleman 0.420 0.417 0.425 

Yogyakarta 0.421 0.371 0.420 

 

pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Semakin rendah nilai 

indeks, maka semakin kecil ketimpangan yang ada di suatu wilayah. 

 

Tabel 4. Indeks Gini untuk Tahun 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil tersebut terlihat indeks gini DIY adalah 0,43, dekat ke 0 dari pada ke 1 artinya pemerataan 

pendapatan masyarakat masih berada pada nilai yang masih memerlukan perhatian (pemerataan 

masih berada di nilai tengah skala normatif). Hasil 3 tahun data menunjukkan indek gini bukannya 

semakin kecil, namun ternyata makin besar. Tahun 2018 sebesar 0,44, dan di tahun 2020 menjadi 0,43. 

Terdapat perubahan pemerataan pendapatan yang cenderung semakin tidak merata distribusi 

pendapatannya.  

Apabila gini rasio DIY, selama periode 2016 sampai dengan 2020 dibandingkan dengan gini rasio 

nasional, terlihat bahwa angka gini rasio untuk D.I. Yogyakarta selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 

Indonesia. Selain itu, gap antara angka gini rasio DIY dan angka nasional memperlihatkan 

kecenderungan yang meningkatkan.  
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Gambar 3. Perbandingan Gini Ratio DIY dengan Indonesia 

 

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di wilayah DIY semakin bertambah sementara 

ketimpangan di tingkat nasional cenderung menurun. Dalam hal ini, terdapat ketimpangan tingkat 

pengeluaran antara kelompok masyarakat atas dengan kelompok masyarakat bawah. Selain itu, kondisi 

tersebut juga mengindikasikan bahwa hasil pembangunan masih belum dapat dinikmati secara merata 

oleh seluruh kelompok masyarakat di DIY. 

 

3.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan 

Pertumbuhan ekonomi DIY pada periode 2016 – 2019 secara ratarata tercatat sebesar 5,78 

persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2019, dimana aktivitas perekonomian di wilayah DIY 

mengalami pertumbuhan sebesar 6,59 persen. Namun demikian, seiring dengan wabah Covid-19, 

pertumbuhan ekonomi DIY mengalami kontraksi sebesar -2,69 persen. Pada 

saat terjadinya wabah covid-19, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. 

Hanya tiga lapangan usaha yang masih mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2020. Ketiga 

lapangan usaha tersebut adalah informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, dan pertanian. Sementara 

itu, dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi pada saat terjadinya 

wabah Covid-19 (BPS DIY, 2021). 

Bersumber data BPS (2020) menuliskan berdasarkan  data  PDRB  D.I. Yogyakarta  tahun  2020,  

PDRB DIY  tercatat  mengalami penurunan sebesar -2,69% (komparasi dari tahun ke tahun). Kondisi ini 

disebabkan karena adanya kontraksi ekonomi akibat pandemi covid-19. Laju PDRB yang tertinggi 

terlihat pada lapangan usaha Jasa Informasi dan Komunikasi (19,70%) serta usaha Jasa Layanan 
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Kesehatan (19,18%). Disisi lainnya, Laju PDRB yang terendah terlihat di lapangan usaha Jasa 

Transportasi dan Pergudangan (-20,21%) serta usaha Jasa Akomodasi dan Makan-minum (-16,91%). 

Artinya justru sektor layanan kesehatan menjadi pendorong peningkatan PDRB DIY, tetapi justru 

layanan unggulan DIY terkait pariwisata, yaitu layanan akomodasi hotel, restoran, tempat kuliner, 

mengalami kontraksi. 

 

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, DIY 

17 Kategori PDRB Lapus 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

Menurut Lapangan Usaha D.I. Yogyakarta (Persen) 

2020 2019 2018 2017 2016 

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4.19 1.02 2.16 1.93 1.46 

B. Pertambangan dan Penggalian -8.84 3.04 10.59 3.39 0.42 

C. Industri Pengolahan -4.38 5.73 5.12 5.74 5.06 

D. Pengadaan Listrik dan Gas -1.38 5.43 3.31 3.96 14.26 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0.51 8.90 5.13 3.46 2.36 

F. Konstruksi -15.64 14.38 13.10 7.01 5.42 

G. Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
-4.52 5.16 5.54 5.72 6.07 

H. Transportasi dan Pergudangan -20.21 3.55 6.60 4.76 4.60 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
-16.91 8.89 6.77 6.21 5.51 

J. Informasi dan Komunikasi 19.70 7.45 6.48 6.14 8.32 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi -1.09 8.52 6.14 2.81 4.99 

L. Real Estat 1.27 5.93 5.54 4.91 5.13 

M,N. Jasa Perusahaan -14.89 6.75 5.51 5.92 3.49 

O. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

-2.22 3.30 4.06 4.51 5.57 

P. Jasa Pendidikan 4.47 6.57 6.01 5.52 3.07 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19.18 6.61 6.05 5.84 4.52 

R,S,T,U. Jasa lainnya -15.74 6.25 6.19 5.76 5.70 

Produk Domestik Regional Bruto -2.69 6.59 6.20 5.26 5.05 
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Dari sisi sosial ekonomi dan pengeluaran masyarakat, terlihat bahwa ada penurunan 

pengeluaran perkapita masyarakat dalam era pandemi tahun 2020 lalu. Sejalan dengan kontraksi 

pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita di wilayah ini juga mengalami penurunan sebesar 2,89 persen. 

PDRB perkapita sebelum terjadinya wabah Covid-19 tercatat sebesar 36,71 juta rupiah. Pada tahun 

2020, PDRB per kapita DIY diperkirakan turun menjadi 35,65 juta rupiah. 

 

Tabel 6. Pengeluaran per Kapita Masyarakat DIY, 2016-2020 

Kabupaten/Kota 
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) 

2020 2019 2018 2017 2016 

D.I. Yogyakarta Rp14.015 Rp14.394 Rp13.946 Rp13.521 Rp13.229 

Kulonprogo Rp10.041 Rp10.275 Rp9.698 Rp9.277 Rp8.938 

Bantul Rp15.517 Rp15.636 Rp15.386 Rp14.995 Rp14.880 

Gunungkidul Rp9.486 Rp9.612 Rp9.163 Rp8.788 Rp8.467 

Sleman Rp15.926 Rp16.434 Rp15.844 Rp15.365 Rp14.921 

Yogyakarta Rp18.678 Rp19.125 Rp18.629 Rp18.005 Rp17.770 

 

3.1.6.  Teknologi dan Sistem Informasi 

Tidak dipungkiri lagi bahwa terjadi perubahan tren masyarakat dalam mencari fasilitas pelayanan 

tanpa adanya risiko kemungkinan tertular atau menyebarkan virus, terutama di tempat-tempat berisiko 

tinggi seperti rumah sakit. Dalam situasi ini, telemedicine diagnosis jarak jauh dan pengobatan pasien 

melalui teknologi telekomunikasi idealnya menjadi pilihan alternatif. Kondisi ini tercermin dari 

peningkatan penggunaan aplikasi telemedicine, menurut pernyataan perwakilan aplikasi telemedicine; 

misalnya Alodokter sebagai salah satu aplikasi telemedicine di Indonesia telah mencatat 32 juta 

pengunjung situs web pada bulan Maret 2020 dan lebih dari 500.000 konsultasi virus corona gratis 

sejak kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dalam tren yang 

sama, GrabHealth mengatakan konsultasi harian meningkat hampir dua kali lipat menjadi 10.000 

(Hermasauto,2020). Terlihat adanya pergeseran masyarakat yang mulai menggunakan aplikasi digital 

untuk kebutuhan pelayanan yang sebelumnya dominan untuk media sosial, belanja online dan lainnya. 
















